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dalam menjamin

aktifitas tanggungjawab sosial

Z?S p:laksanaan Corporate Governance
an, dapat memberikan inf | bant
ormasi tentan

: *ﬂlmbangkan agar pelaksanaan taﬂggUng- faktor-faktor yang
‘ a%atterlaksana dengan baik 9jawab - sosial  bagi
1, dapat memberikan infor \asi

, masi bahwa C

an salah satu factor yang d orporate Governance
wab sosial di DerusahaanY 9 Copat mempengaruhi terlaksannya

terlaksan
anya
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2. Tinjauan Pustaka

I'J,heory dan Stewardship Theory

theory tenta i i

i pg'usaha;‘l? t[::n:(angku kept_entlngan dari suatu perusahaan
- 1 tida peropera5| untuk kepentingan sendiri tapi
wpz r:sai;nayna. tBid]ém k(l2011). Teori ini menjelaskan
P ernadap kelompok-kelompok iliki
pgrusahaan. p yang mer_jlhku
) theory diba_ngun di atas asumsi filosofis mengenai sifat
ahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu
penuh tapggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran
lain. Teori menuntut bahwa perusahaan harus mampu
masi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ate Governance

vernenace (GCG) menurut FCGI (Forum for Corporate
ia) dan OECD (Organization for Economic Cooperation and
suatu system yang mengendalikan perusahaan untuk
an perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan
rporate Governance” menurut IICG (2008) dalam laporan

" Cadbury Report, Good Corprote Governance adalah
“merumuskan hubungan antara para pemegang saham,
rintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan
maupun eksternal sehubungan dengan hak dan

(2011:102) memberikan pemahaman GCG dalam bentuk
Elg (ﬁgnttk lugs GCG meliputi pengendalian yang .dnlagu:(aar:
itor, pelanggan, masyarakat, dan kelompok lain. ‘aris
aliar perusahaan dilakukan oleh RUPS, Dewan Kor::ns?kar;
mahaman luas dan sempit dari GCG ini mem er

dari GCG adalah organisasi perusahaan. epeinl
-héntuk dari mekanisme pengendalian yar;(g et
r a" nilai tambah bagi pemangku :p ntingar;
3 ’l erusahaan, dan membela kepe
dalam p 1
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Surya dan Yustiavanda (2007)
endalian sendiri terbagi mep,
dan mekanisme pengendajiy,

pemangku kepentingan, Tjager (2_003) dan
Menurut ujiyanto (2007) mekanisme peng

mekanisme PEnS RN ekstern2| o'ku?:e %aes:gendalina internal didasari den gy,
i isaris. Mekanis - f
internal oleh dewan komisaris. Terna| yang dianut perusahaan-perusahaan

system struktur organisasi In - ; ,
Indonesia, yaitu system dual board (two Tiers System), Jeanifer dan Kusmawq;

2011).

( fzrir\SiD-prinsip yang bisa digunakan dalam penerapan Gcnct;a’r';e':t‘ﬂ;'__.lf\t';ons
dan Ardana (2011:103) adalah perlakuan yang Setall'a_é i ba eholder
(fairness), Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas. 1Ini jug Si agaimana
yang dikatakan oleh menteri BUMN dalam keputusannya Nomer kep-117/M-

MBU/2002 sebagaimana dikutip oleh Tjager (2003), dengan menambahkan

Kewajaran dan Kemandirian. N ) .
Penerapan GCG akan lebih sempurna jika dilengkapi empat organ
kan oleh Surya dan Yustivananda (2006),

tambahan sebagaimana yang dikata 3 i /
yaitu komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan sekretaris
ak-pihak yang berada dalam

perusahaan. Keempat organ ini merupakan pih _

internal perusahaan, dan ini merupakan pengertian pengendalian oleh GCG
dalam arti sempit sebagaimana yang dikemukakan oleh Agoes dan Ardana
(2011:102).

Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang diangkat dan
diberhentikan dalam RUPS yang keputusannya berdasarkan kepemilikan saham.
Untuk menghindari adanya kecenderungan dewan komisaris dan direktur yang
lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham mayoritas, maka untuk
menjaga keindependenan diperlukan adanya direktur atau komisaris yang
mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Kode etik akuntan publik
menekankan independen dalam sikap mental dalam pengambilan keputusan
(independent in fact).

Terkait dengan peranan dewan komisaris terdapat juga komite audit yang
bertugas membantu dalam tugas pengawasan. Keberadaan komite audit ini
muncul akibat dari semakin meningkatnya penyelewengan yang dilakukan oleh
direktur dan dewan komisaris, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Surya dan
Yustiavandana (2006).

Praktek Komite Audit di Indonesia dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal sesual
dengan jenis/karakteristik perusahaan. Praktek komite audit di BUMN telah diatur
dengan Undang Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, antara lain
pada pasal 70. disebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas'BUMN wajib
mempeqtuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu
Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit
dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris atau
Dewan Pengawas.

Komite audit di sektor publik diatur berd . Direksi
PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-OOS/BEJIIZ-ZOOals?;?naslu7ra|; Edarﬁn d;gb?yanu
jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (ti 99 R cmoer mite

: : (tiga) orang, termasuk Ketua KO
audit. Anggota yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 rang, dan
harus merupakan komisaris independen Anggota | i (S?tu) i '}mdlr

: . ainnya dari Komite
ada'f"‘h pera_sal d.an pihak eksternal yang independen, yang bukan merupakal
komisaris, direksi dan karyawan perusahaan Tercatat. ' g
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- komisaris dan komite audit
penerapaan GCG. Sekretaris |:;e
perusahaan yang dikenal selam
ang bertugas sebagai penghub
»_ 1sahaan dan pihak diluar pe
dokumen perusahaan, daftar
 informasin lainnya.

sekretaris perusa
m§§haan disini beda dengan
a Ini. Sekretaris perusahaan
ung (public relation/investor
rusahaan. Tugas sekretaris ini
Pemegang saham, risalah rapat

haan juga

Responsibility
Social Responsibility (CSR) yang lebih i
atakan oleh prince of wales interna%ional bu‘;?r:gg;e?:rzsr:
building human capital, strengthening economies
n, encouraging good governance, dan protecting the,e
mbudi (2006). Agoes dan Ardana (2011:83) mengatakan
yang memiliki kekuatan spiritual sebagai ibadah (God
an untuk memajukan kesejahteraaan semua pemangku
asyarakat (prosperous society), dan mampu menjamin
(planet conservation).
1g didalamnya terdapat investor asing terutama semakin
erhadap permasalahan sosial, sehingga lebih menyukai
isahaan yang melakukan CSR dibanding perusahaan
-pihak yang mendukung dilaksanakannya CSR, juga ada
ak setuju. Kondisi ini membuat pelaksanaan CSR hanya
daran para pelaku bisnis.
am Agoes dan Ardana (2011:92) menunjukkan alasan -
g program CSR, yaitu:
wbaga ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dan

rhatian manajemen tidak focus pada penciptaan laba
urangi laba

manusia yang trampil dalam menjalankan CSR

mendukung CSR adalah sebagai berikut:

kat semakin kritis

Jjangka panjang

te Governance dalam Pelaksanaan Corporate

bagi keberlanjutan perusahaan di masa yang

CSR yang belum sepenuhnya, menunutut adzrawiy:(a
miihrtuk menjamin pelaksanaan CSR lang unml;
sahaan yang menjadi syarat peleng agn oy
"at membantu pengawasan pelaksana -
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